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ABSTRAK

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam berbagai bentuk dan
kasus terjadi karena dominasi dan penggunaan kekuasaan yang be rlebihan oleh
pelaku. Namun demikian, sejumlah faktor internal pada pribadi aktor-aktor pelaku
dalam rumah tangga, dan faktor-faktor eksternal yang berpusat pada sistem nilai
budaya lokal dan perubahan sosial yang berlangsung cepat , turut berperan sebagai
penyebab dan pemicunya.

Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus
tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai
wujud pekedulian terhadap persoalan sosial bersama, terutama oleh mereka yang
terkait lansung dengannya sebagai pelaku dan korban. Semua langkah menuju ke
arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus
mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial,
pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal
(local wisdom), dan penguatan fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga
melalui inovasi dan kreasi baru. Mengatasi semuanya itu adalah menjadikan ajaran
agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan
pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup
berkeluarga.

Keywords: Konsep Sosiologis, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Praktik
KDRT .

1. PENDAHULUAN
Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu

kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua,
anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu
kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih

atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga
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sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal
2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri,
dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian
yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga
dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang
suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah
tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak
saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan.
Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan
lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa
berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang
luar.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah
perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi
sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang
Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancama nuntuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang
bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan
budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat
terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun
rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini
dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap
anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan
maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi
kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang

terburuk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga.
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Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten
hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang
kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus
dan penanangan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam
rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan
intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik
Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang
tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

2. LITERATURE REVIEW
Sebelum terungkap dan menjadi perhatian luas publik, KDRT bersifat tertutup yang

cenderung dipahami oleh pelaku dan korban sebagai persoalan pribadi dalam wilayah
privasi yang terkungkung rapat. Keberadaannnya dalam wilayah privasi kian kukuh
seiring dengan sikap manusia di sekelilingnya yang juga cenderung acuh dan tidak
ingin terlibat dengan persoalan-persoalan rumah tangga orang lain. Sikap acuh yang
diperlihatkan masyarakat sekitar terhadap perkara ini masih tetap dirasakan kuat
hingga Kini, terlebih lagi bila masyarakat di sekitar lingkungan rumah tangga yang
mengalaminya tidak sepenuhnya pula bebas dari praktik-praktik KDRT meskipun
dalam bentuknya yang paling ringan. Bila sebab-sebabnya diurai satu per satu akan
ditemukan banyak sekali faktor yang menyebabkan ketertutupan ini terus berlanjut. Di
antaranya yang paling kuat dirasakan adalah munculnya sikap hidup individualistik
yang tumbuh subur terutama di kalangan masyarakat perkotaan di samping kiat untuk
menghindari konflik terbuka antarsesama.

Salah satu contoh kasus yang sempat menyedot perhatian publik secara luas adalah
kekerasan yang dialami Ary Anggara di Jakarta sekitar tahun 1980-an. Bocah berusia
belasan tahun dari keluarga terdidik dan berkecukupan itu dipukuli dan disiksa
orangtuanya sedemikian rupa tanpa batas dan belas kasihan secara berulang kali dalam
banyak kesempatan.

Kasus lain KDRT yang cukup sensasional adalah kekerasan yang menimpa
Nirmala Bonet di Kuala Lumpur, Malaysia. Buruh migran tenaga kerja wanita (TKW)
berprofesi sebagai pembantu rumah tangga yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara
Timur tersebut mengalami penyiksaan berat yang dilakukan oleh majikannya, yaitu
seorang perempuan Cina bernama Yim Pek Ha. Kasus ini terkuak ke permukaan pada
pertengahan Mei 2004 setelah seorang penjaga keamanan kondominium tempat
majikannya tinggal melaporkan kondisi Nirmala ke polisi setempat dengan wajah dan
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kepala memar penuh luka saat ia menangis di tangga kondominium. Polisi kemudian
membawanya ke Rumah Sakit Kuala Lumpur dan kemudian ke Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

Publik Malaysia dan Indonesia memberikan reaksi dan keecaman keras lantaran
kekerasan yang dialami pembantu rumah tangga tersebut selama lima bulan berturut-
turut begitu serius dan amat memprihatinkan. la disiksa sedemikian rupa oleh
majikannya dengan sengatan setrika panas di dada dan punggungnya hingga kulitnya
melepuh dan mengkerut. Kepalanya pun sempat dihantam besi sementara sekujur
tubuhnya disirami air panas. Harian Suara Merdeka menyebutnya sebagai bentuk
penyiksaan paling kejam yang pernah ada. Foto Nirmala Bonet yang cedera tersebut
tersebar cepat ke seluruh penjuru dunia hingga memunculkan reaksi internasional.

Ini merupakan satu contoh dari kasus KDRT yang paling serius dengan peniadaan
hak-hak individual. lvy Josiah, Direktur Eksekutif Organisasi Bantuan Perempuan
Malaysia (Malaysia’s Women'’s Aid Association) mengatakan: “Nirmala's case is an
extreme case. It ‘s everyday abuse that we are also concerned about, such as no off-
days, lack of food, lack of bedding, not receiving wages, and so on.” Jelaslah, bahwa
kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kekuasaan dan dominasi. “It is about
power. Some of the time it’s because of their own insecurities and their need to retain
some form of power.”

KDRT jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terkira. Kekerasan
terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampauai batas dapat mengakibatkan
masa depannya hilang. Seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga
akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan
semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat dan trauma
yang terus membayangi pikirannya. Ini berarti, KDRT dalam batas-batas tertentu
dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non-fisik.

Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya
menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara
tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya,
misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-
anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula
menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan

terhadap pelaku. Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan
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bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita
karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang
tiada lagi berguna.

Dalam lingkup yang lebih luas, akibat dari suatu tindak kejahatan dalam rumah
tangga dapat pula menimbulkan reaksi dunia luar, yang dalam kasus tertentu
berpotensi untuk merusak hubungan bilateral antardua negara. Ini lah yang terjadi
dengan kasus Nirmala Bonet, yang sempat menimbulkan reaksi Pemerintah Indonesia,
Pemerintah Malaysia, dan dunia internasional. Protes yang disampaikan Pemerintah
Indonesia telah membuat Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Abdullah Ahmad
Badawi malu, terkejut, dan marah sambil berkata: “Ini memalukan. Ini keji dan
menyakitkan bagi warga Malaysia melihat seorang manusia disiksa seperti ini”

Penyelesaian kasus tersebut memang telah berakhir di
pengadilan (mahkamah) Malaysia dengan menghukum berat pelaku. Bersamaan
dengan itu, Nirmala Bonet sebagai korban telah kembali ke tempat asalnya dengan
penunaian seluruh hak-haknya. Dia menerima pembayaran seluruh nilai gajinya
selama berbulan-bulan yang sebelumnya tak pernah diterimanya, dan sejumlah uang
sebagai ungkapan rasa empati mendalam dari masyarakat Malaysia, termasuk Dr. Siti
Hasmah binti Mohamad Ali, istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir
Mohamad.

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat
terhadap nilai-nilai kemanusian yang universal dari perspektif hak asasi manusia
(HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman
hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana
sebagaimana diataur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan
dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-
kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras
publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh
dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu
dari perbuatan itu (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis).

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang
merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik,

kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak kejahatan tidak karena
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perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (mens
rea) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban
yang dilarang oleh undang-undang pidana.

Kejahatan dalam KDRT sebagaimana lazimnya tindak kriminal yang lain tidak
mungkin dapat dihilangkan atau dihapuskan hanya dengan pemberlakuan sanksi
hukum pidana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam
perspektif sosiologis, mengenali latar belakang sosial pelaku dan korban akan
memudahkan siapa pun untuk lebih dapat memahami peristiwa dan faktor-faktor
penyebabnya.

Semua anggota dalam suatu rumah tangga merupakan makhluk sosial yang lahir
dan  terbentuk  oleh lingkungan  sosialnya. Pengaruh  lingkungan
sosial (millieu) terhadap watak dan perilaku seseorang di dalam maupun di luar rumah
tangga amatlah besar. Meskipun pembuktian melalui penelitian amat diperlukan,
rumah tangga dengan suami-istri dan anggota lain yang berasal dari latar belakang
sosial yang berbeda akan rentan terhadap tindak KDRT, terlebih lagi jika masing-
masing pihak tidak mempunyai kearifan budaya lokal (local wisdom) dan landasan
normatif yang kuat yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan setiap individu.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dominasi dan
kekuasaan pelaku terhadap korban yang terbentuk dari pola pikir dan pandangan
hidup (world viem) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang ia jalankan. Agama
sebagai sebuah sistem kepercayaan dalam pandangan sosiologis merupakan sebuah
pranata sosial di samping institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan
politik. Meskipun agama sesungguhnya bukan merupakan sebuah sistem nilai, akan
tetapi ajaran-ajaran yang dikandungnya akan bekerja dalam hati dan pikiran untuk
memungkinkan pemeluknya membangun sistem nilai tersendiri yang dipedomani
dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu, perilaku manusia tidak hanya
dipengaruhi dan mereka sandarkan sepenuhnya kepada nilai-nilai budaya lokal
maupun global melainkan juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang mereka
anut.

Masyarakat dengan tingkat pengamalan dan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap
agama akan menjadikan agama sebagai rujukan dan sandaran utama perilakunya
melebihi kebudayaan dan sistem nilainya. Oleh karena itu, meskipun akan ditemukan

banyak persamaan, jika penelitian tentang KDRT dilakukan terhadap rumah tangga
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dengan latar belakang budaya, agama dan kepercayaan, etnik atau suku bangsa,
pendidikan, dan lingkungan sosial yang berbeda dilakukan maka akan ditemukan pula
perbedaan dari segi bentuk tindakan, intensitas kekerasan, jumlah kasus, dan
kekerapan peristiwanya.

Di luar kepercayaan dan agama yang dianut, manusia secara sosiologis menjadikan
kebudayaan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupannya, termasuk
dalam kehidupan berumah tangga. Melalui nilai-nilai dan sistim nilai yang
dibentuknya, kebudayaanlah sebenarnya yang mengajarkan mereka cara bertindak dan
bertingkah laku dalam pergaulan sosial dengan sesama di lingkungan tempat tinggal,
termasuk dengan semua anggota dalam rumah tangga.

Dalam konteks fokus tulisan ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai
kebiasaan atau kebetulan jelas merupakan manifestasi dari konstruksi pikiran dan
pandangan hidup yang terbentuk dari nilai-nilai yang mempengaruhinya, termasuk
nilai tentang kekuasaan dan penguasaan terhadap siapa pun dalam rumah tangga. Apa
pun bentuk protes dan kritisi yang mengancam stauquo dominasi dan kekuasaan
tersebut akan berakibat munculnya tindak kekerasan dari pihak yang mendominasi
sebagai balasan sitimpal yang harus diberikan. Fakta di masyarakat mengenai bentuk
KDRT menunjukkan bahwa besar kecilnya atau serius tidaknya tindak KDRT tidak
selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat protes dan kritisi yang dilakukan.
Seringkali persoalan kecil dan sangat remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan
yang melampaui batas dan sama sekali tak terukur. Pembunuhan dan penykiksaan
sadis yang dialami korban hanya karena persoaalan salah ucap dan kurangnya
pelayanan seperti sering kita dengar dari laporan media adalah bukti dari
ketidaksimbangan antara tingkat penyebab dan akibatnya.

Sistem nilai yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang kadangkala juga
berasal dari sistem kekerabatan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia dari sudut
pandang garis keturunan. Dalam konteks garis keturunan tersebut, terdapat dua bentuk
sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal atau patriarkhat yang berarti kekuasaan
berada di tangan ayah atau pihak laki-laki, dan sistem matrilineal atau matriarkhat
yang berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan. Meskipun sulit
menemukan bentuk kebudayaan manusia Indonesia dengan ratusan suku bangsa,
bahasa, dan tradisi membenarkan atau memberi peluang pembenaran terhadap tindak

KDRT, akan tetapi dominasi dalam keluarga beradasarkan sistem kekerabatan
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patrilineal umumnya adalah laki-laki, sementara dalam sistem kekerabatan matrilineal
cenderung adalah perempuan. Dominasi kaum perempuan dalam sistem kekerabatan
patrilineal atau dominasi kaum lelaki dalam sistem kerabatan matrilineal sangat
mungkin terjadi karena perbedaan-perbedaan status sosial, keturunan dan
sebagainya. Inilah yang ditunjukkan oleh Handayani, bahwa sebagian wanita Jawa
mempunyai kuasa dalam rumah tangga sehingga perempuan lah yang menentukan
arah dari keluarga. Dia membuktikannya dengan contoh tentang kekuasaan Ibu Tien
Soeharto terhadap (Presiden) Soeharto dalam menentukan keberlanjutan proyek
Taman Mini, meskipun proyek tersebut sudah dinyatakan gagal.

Kesimpulan Handayani tentang kuatnya dominasi dan kuasa kaum perempuan
tersebut ia rumuskan dari salah satu di antara tiga tesis besar tentang peran perempuan
Jawa yang dibuat oleh Sullivan berdasarkan kajin yang dilakukan oleh Hildred Geertz
dan Koentjaraningrat. Tesis tersebut ialah tesis konflik tentang adanya kekuasaan dan
subordinat perempuan yang tidak terlihat, sementara dua tesis lainnya ialah tesis
konsensus yang melihat perempuan dan lelaki adalah berbeda tetapi setara, dan
tesis master-manager yang memperlihatkan perempuan dan lelaki berbeda dan tidak
setara.

Selain sistem kekerabatan, perkara lain yang juga berkaitan erat dengan KDRT
yang melibatkan laki-alaki atau suami dan perempuan atau istri sebagai pelaku
maupun korban adalah konsep tentang femininitas. Sebagai konstruksi sosial,
Widjajanti M. Santoso melihat femininitas secara umum dipahami sebagai [cara]
kekuasaan mendefinisikan perempuan, bagaimana perempuan seharusnya bersikap
dan berperilaku. Dalam arti kata lain, ialah cara bagaimana masyarakat
mengidealisasikan  perempuan. Terpengaruh oleh pernyataan Gouda tentang
kolonialisme dan kewajiban moral pemerintah kolonial (Belanda) yang rakus untuk
mendidik rakyat pribumi, dia menambahkan perbedaan pemahaman antara laki-laki
dan perempuan dalam dua kebudayaan yang berbeda. Jika di Barat, perbedaan-
perbedaan lelaki dan perempuan lebih dilihat dari segi biologis, yang cenderung
melihat perempuan subordinat dan tidak berdaya, maka di Indonesia perbedaan-
perbedaan tersebut berkaitan erat dengan kekuasaan, status, kecenderungan moral, dan
kepedulian sosial. Pernyataan Gouda tersebut dia lihat sebagai kecenderungan

pola white men burden yang mengindikasikan kewajiban dari mereka yang superior
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dan yang memiliki kemampuan terhadap mereka yang subordinitas dan yang memiliki
keterbatasan.

Bagaimanapun, kontribusi sistem kekerabatan kebudayaan lokal dan konsep
femininitas tersebut terhadap KDRT belakangan ini ternyata tidak lagi bersifat mutlak.
KDRT akhir-akhir dapat kita pahami sebagai tindak kekerasan yang tidak lagi berdiri
sendiri dan bagian utuh dari persoalan sistem budaya lokal. Sejumlah kasus dalam
KDRT menunjukkan bahwa sesungguhnya telah terjadi kini di masyarakat Indonesia
suatu perubahan yang drastis. Pelaku KDRT tidak hanya laki-laki atau perempuan
sesuai garis linear sistem kekerabatan di atas, tetapi bisa siapa saja dalam rumah tangga

tanpa membedakan jenis kelamin dan status perkawinan.

3. PEMBAHASAN
Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan

KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat
diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh
Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara
yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.
1. Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda
Dari hasil pemantauan terhadap kasus-kasus KDRT di Jakarta, Bogor
Tangerang, Depok dan Bekasi, penegakan hukumnya selain menggunakan UU No.
23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT juga menggunakan KUHP dan UU No.
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tercatat sejumlah sanksi pidana penjara
antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. yang telah diputuskan oleh Pengadilan
Negeri dengan menggunakan pasal-pasal UU No. 23 tahun 2004 diantaranya pasal
49 jo pasal 9 dan pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah
lagi tanpa ijin istri; pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; pasal 45 untuk tindak
kekerasan psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan Pengadilan dengan
sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap
sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan
menggunakan pasal-pasal KUHP (pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 & 335 untuk
kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); pasal 81 & 82 UU No. 23 tahun
2002 dan pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum ditemukan
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tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal
sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini.
2. Penerapan Pidana Tambahan

Hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana
tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 tahun
2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat
menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari
korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu
dari pelaku;

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan
lembaga tertentu.”

Putusan Pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum
bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya
ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk
menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku
melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk
merancang program dan menyenggarakan konseling bagi pelaku KDRT sudah
dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari
profesi terkait dan petugas BAPAS yang mempersiapkan modul untuk layanan
konseling yang dibutuhkan.

Data di WCC mencatat bahwa sejumlah perempuan menempuh upaya hukum
secara perdata dengan mencantumkan alasan tindak KDRT dalam gugatan
perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hal ini dipilih oleh
mereka yang tidak bermaksud mempidanakan suaminya, namun memerlukan
upaya hukum agar dapat memutus mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh
suaminya selama perkawinan.

3. Penerapan Perlindungan Bagi Korban oleh Pengadilan

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk
merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah
penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 28-38 UU No. 23 tahun 2004. Ketua
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Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang beisi perintah perlindungan
tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan
kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Permohonan tersebut dapat disampaikan
dalam bentuk lisan atau tulisan. Pasal 29 UU ini mengatur:

“Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan
oleh:

a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;

c. kepolisian;

d. relawan pendamping;atau

e. pembimbing rohani.”

Bentuk perlindungan hukum ini juga belum banyak dikenal dan diterapkan oleh
para penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan pemantauan
LSM hingga tahun 2008 ini, baru satu Pengadilan Negeri di Jawa Tengah yang telah
beberapa kali mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban,

dan memprosesnya dalam tenggang waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Konsep Sosiologis

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar dengan

kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Sebagai pembanding terhadap

persoalan ini, Gurr mendefinisikan kekerasan politik sebagai berikut:
“all collective attacks within a political community against the political regime, its
actors — including competing political groups as well as incumbents—or its policies.
The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or
trheatened use of violence .... The concept subsumes revolution, ... guerilla war,
coups d’atat, and riots.”
Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cakupannya,
yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau
ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor atau kelompok
aktor yang menentang penguasa negara. Selain itu, Galtung mendefiniskan
kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai “any avoidable impediment to
self-realization”, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang

untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.
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Koseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua
jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak
langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh
satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (violence—as-action), sementara
kekerasan struktural terjadi begitu saja (built-in) dalam suatu struktur (violence-as-
structure) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. (Lihat Karakteristik Tindak
Kekerasan Dalam Masyarakat pada Tabel 1).

Berdasarkan dua definisi pembanding tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai
tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa
batasan (abuse of power) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun
anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak
individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-
anak, mertua, ipar, dan pembantu.

Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang
terbentuk dalam rumah tangga di mana dominasi yang satu ke atas yang lain begitu
kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan kemudian. Dominasi
tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi
kepada yang dominan tetap tinggi.

Tabel 1 Karakteristik Tindak Kekerasan Dalam Masyarakat

Aras Pelaku Dimensi Medium/Sarana | Ruang Lingkup
Fisik, non- | Senjata, organisasi
Negara |Aparat negara| fisik (teror tentara dan polisi, dan| Komprehensif
mental) kebijakan publik
Non-fisik B )
. Kebijakan publik.
Aparat negara,| (politik,
Struktur ) _ proses dan Sarana )
) pengendali | ekonomi, ) | Komprehensif
Sosial _ ) produksi/akumulasi
kapital sosial, )
kapital
budaya)
Personal/ o )
Individu, o Kelompok anomie.
ko- Fisik ) o Terbatas
) kelompok Tindakan individual
munitas
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Lazimnya, KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu dalam suatu rumah
tangga datang dari suami atau istri. Tetapi, kadangkala ancaman serupa juga bisa datang dari
anak-anak atau anggota keluarga yang lain, termasuk pembantu, sebagai reaksi protes terhadap
tekanan dan perlakuan negatif berlebihan yang mereka terima. mengakibatkan, tindak kekerasan
oleh pembantu dewasa ini bukan lagi persolanan kecil dan remeh lantaran sering terjadi terutama

terhadap anak-anak dan juga majikannya dalam bentuk penyiksaan ringan sampai pembunuhan.

4. KESIMPULAN

KDRT dalam perspektif sosiologis merupakan fakta sosial yang bersifat lintas
etnik, kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai di masyarakat dari berbagai
golongan, status dan lapisan sosial hampir di semua tempat. Sebagai sebuah tindakan
antisosial dan anti kemanusiaan, KDRT dapat terjadi secara tiba-tiba dan terencana
oleh dan terhadap semua aktor atau anggota dalam suatu rumah tangga yang
bertindak sebagai pelaku maupun korban. KDRT dalam ketentuan perundang-
undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana
karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap
korbannya. Pada dimensi yang lebih luas, tindak KDRT merupakan pelanggaran
serius terhadap harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip dasar dalam hak
asasi manusia (HAM).

Pada awalnya, KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat
tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk
pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling ringan hingga
ke yang paling ekstrim sampai menyebabkan cacat fisik tetap bagi korban bahan
kematian. Perkembangannya yang kian meluas di masyarakat dengan akibat yang tak
terperikan membuat perkara ini mulai terkuak dan mendapat perhatian yang
sungguh-sungguh dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan dunia internasional.

Tindak KDRT dalam berbagai bentuk dan kasus terjadi karena dominasi dan
penggunaan kekuasaan yang be rlebihan oleh pelaku. Namun demikian, sejumlah
faktor internal pada pribadi aktor-aktor pelaku dalam rumah tangga, dan faktor-faktor
eksternal yang berpusat pada sistem nilai budaya lokal dan perubahan sosial yang
berlangsung cepat , turut berperan sebagai penyebab dan pemicunya.

Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus
tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai

wujud pekedulian terhadap persoalan sosial bersama, terutama oleh mereka yang
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terkait lansung dengannya sebagai pelaku dan korban. Semua langkah menuju ke
arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus
mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial, pemahaman
kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (local wisdom),
dan penguatan fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga melalui inovasi dan
kreasi baru. Mengatasi semuanya itu adalah menjadikan ajaran agama sebagai
sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan

ajaran-ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga
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